
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5234); 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomcr 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun. 2008 ten.tang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

1 .... 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal ~0, 
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Pernilihan Kepala Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Konawe tentang Pedoman Teknis 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe. 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE, 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR L\_9 TAHUN 2019 

BUPATIKONAWE 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

.. 

\ 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten 
Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinlahan 
Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nemer 6 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 157, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 ten tang Perubahan Atas Pera tu ran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik lnodonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Bcrita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 
Nomor 139). 

11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al Qur'an 
bagi Umat Islam. 

• 

• 

• 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe; 
2. Bupati adalah Bupati Konawe; 
3. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan D'esa; 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

8. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat olch Kepala Dcsa · terdiri 
atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis; 

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, 
khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; 

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; 

11. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagarnaan, tokoh pendidikan, tokoh 
wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainya; 

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa yang selanjutnya disebut 
Panitia Pcmilihan adalah Panitia yang dibentuk olch BPD untuk 
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa; 

13. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah 
warga masyarakat dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Konawe yang 
mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa; 

14. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon 
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN 
TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2015 
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 



Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi: 
a. Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang; 
b. Pemilihan Kepala Desa Antar W aktu. 

Pasal 3 

Pasal 2 
Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa serta bersifat 
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. 

BAB II 
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA 

dipilih menjadi Kepala Desa.; 
15. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih 

adalah Calon Kepala Desa yang meperoleh suara terbanyak dan 
ditetapkan Panitia Pemilihan; 

16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan 
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun wa.ktu tertentu; 

17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi 
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala 
Desa; 

18. Hak Pilih adalah hak yang dirniliki pemilih untuk menentukan sikap 
pilihanya; 

19. Daftar Pemilih Sementara ,yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar 
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan 
Umurn terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas 
kebenaranya serta ditambah dengan pemilih baru; 

20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah 
daftar pemilih yan disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena 
yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara; 

21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar 
pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar 
penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan 
Kepala Desa; · 

22. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah foto calon atau yang berupa 
gambar; 

23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjtunya disebut TPS adalah 
ternpat pemilih menggunakan hak pilihnya dan ternpat Panitia 
Pemilihan menghitung perolehan suara calon; 

24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan 
untuk mcndapatkan Bakal Calon; 

25. Penyaringangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan 
unuk mendapatkan calon; 

26. Hari adalah hari kerja. 

• 



(1) Bupati menunjuk Instansi Teknis yang menangani Desa sebagai Ketua 
Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati. 

(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas meliputi: 
a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua 

tahapan pelaksanakan pemilihan tingkat Kabupaten dan Desa. 
b. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada panitia pemilihan di 

Desa terhadap persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 
c. Mengkoordinasikan penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa 

serentak di Kabupaten Konawe. 
d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa 

serentak di kabupaten Konawe. 
e. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pemilihan, dan 
f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

BAB III 
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN 

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang 
berhenti dan/ atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun. 

Pasal 5 

(1) Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di 
seluruh wilayah Kabupaten Konawe. 

(2) Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pemilihan Kepala Desa yang 
dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan 
pengelompokan jumlah desa berdas~rkan. waktu berakhir masa jabatan 
dan kemampuan biaya pemilihan. 

(3) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 
(tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun. 

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk 
Penjabat Kepala Desa. 

(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe. 

Pasal 4 



(1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(3), berjumlah ganjil/ gasal terdiri dari 7 orang : 
a. Ketua merangkap anggota berasal dari anggota BPD; 
b. Wakil Ketua merangkap anggota; 

Pasal 9 

(1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh 
Masyarakat, untuk membentuk Pan.tia Pemilihan. 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 
unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat 
Desa dan keterwakilan Perempuan. 

(3) Pembentukan dan usulan penetapan nama Anggota Panitia Pemilihan 
dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. 

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diletapkan 
dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati 
melalui Camat dan ditembuskan kepada DPMD. 

(5) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia 
Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan. 

(6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan. 

Pasal 8 

Paragraf 1 
Pembentukan Panitia Pemilhan 

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan : 
a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan 

yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelurn berakhir masa jabatan 
tembusanya disampaikan kepada Bupati melalui Carnal dan DPMD; 

b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa 
jabatan; 

c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir 
masa jabatan; 

d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada 
Bupati melalui DPMD yang diketahui Camat dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan 

e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. 

Pasal 7 

BAB IV 
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK 

Bagian Kesatu 
Tahapan Persiapan 



suara dan penghitungan rekapitulasi hasil J. Menetapkan 

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), 
mempunyai tugas; 
a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi 

dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; 
b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati 

melalui DPMD yang dikctahui Camat; 
c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 
d. Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon; 
e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 
f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 
g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 
h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat 

pemungutan suara; 
L Melaksanakan pemungutan suara; 

Pasal 11 

Paragraf2 
Tugas clan Kewajiban Panitia Pemilihan 

( 1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari 
unsur Perangkat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD. 

(2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) karena : 
a. Meninggal dunia; 
b. Atas permintaan sendiri; dan 
c. Diberhentikan. 

(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, karena : 
a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap; 
b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana; 
c. Melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana dian . rr dalam 

Peraturan Bupati ini; 
d. Melanggar azaz netralitas, jujur dan adil; 
e. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon. 

I 

Pasal 10 

c. Sekretaris merangkap anggota; 
d. Bendahara merangkap anggota, dan; 
e. Anggota sebanyak 3 orang. 

(2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan selain dari Ketua yang 
ditetapkan dari anggota BPD ditetapkan dalam musyawarah dan/ atau 
melalui mekanisme pemilihan dari anggota Panitia Pemilihan itu 
sendiri. 



(1) Syarat-syarat pemilih adalah: 
a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa, yang bersangkutan 

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus yang 
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Dcsa 
terse but; 

b. Sudah berumur 17 (tujuh be las) tahun a tau sud ah/ pernah 
menikah; 

c. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya; 
d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan 

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap; 

f. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 
suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 
seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk 
mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar 

Pasal '13 

Paragrap 3 
Pendafataran Pemilih 

(1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf i, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pernbantu 
penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD. 

(2) Peneta.pan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan 
dalam Keputusan Panitia Pernilihan. 

(3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun. · 

Pasal 12 

~ 
mengurmimkan hasil pemilihan; 

k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan 
1. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcmpunyai 
kewajiban: 
a. Bersifat mandiri dan tidak memihak; 
b. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan 

kepada BPD dengan tembusan Camat; 
c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kcpala 

Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati 
melalui DPMD diketahui Camat. 

(3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada BPD. 



(1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ke dalarri DPTam. 

(2} Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 
(tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir. 

(3) Daftar pemilih tambahan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau 
dan diakses oleh masyarakat dan diumumkan selama 3 (tiga) hari 
terhitung sejak pencatatan DJYI'am berakhir. 

Pasal 16 

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka 
masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia 
Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan. 

Pasal 15 

(1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari. 
(2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani 

oleh petugas pendaftar yang didaftar oleh kepala dusun atau panitia 
pemilihan dan dibuat tiap Dusun. 

(3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan menjadi DPS. 

(4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainya selama 
4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkanya DPS untuk 
memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar. 

(5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Pemilih, Masyarakat atau keluarga dapat mengajukan usul 
perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai : 
a. Penulisan nama dan/ atau identitas lain ya; 
b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal; 

( 

c. Pemilih terdaftar ganda; 
d. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; 
e. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar; 
f. Pemilih yang memiliki KTP di Desa tersebut tapi sudah tidak lagi 

berdomisili. 

Pasal 14 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

g. Desa yang masih berstatus Desa Persiapan, maka Penduduknya 
menyalurkan Hak Pilihnya di Desa induk. 

(2) Seorang pemilih hanya didaftar l(satu) kali dalam daftar pemilih. 
(3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat 
menggunakan hak pilihnya. 



Pasal 21 
(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Warga 

Bagian Kedua 
Tahapan Pencalonan 

Paragraf 1 
Perayaratan Calon Kepala Desa 

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang 
telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia 
Pemilihan. 

Pasal 20 

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak 
dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan 
membubuhkan catatan dalam Daftar Pernilih Tetap pada kolom keterangan 
"meninggal dunia". 

( 1) DPT digunakan se bagai dasar : 
a. Pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon yang ditetapkan 

sebagai Calon; 
b. Pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan keiengkapan 

peralatan lainya. 
(2) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan 

Daftar Pemilih Tetap untuk TPD. 

Pasal 19 

Pasal 18 

(1) Penetapan DPT ditetapkan setelah Bakal Calon ditetapkan menjadi 
Calon Kepala Desa berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala 
Desa. 

(2) Panitia Pemilihan, Sakal Calon dan atau Saksi mengadakan 
musyawarah untuk menetapkan DPT. 

(3) Apabila tcrdapat Pemilih yang masih bclum tcrdaftar, maka dicatat dan 
ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT. 

(4) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dituangkan dalam Berita Acara. 

(5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-rnasing lembar 
diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris 
Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/ Balai Desa dan di 
tempat strategis lainya. 

Pasal 17 

Paragraf 4 
Penetapan Daftar Pemilih 



Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah 
yang kesederajatanya ditetapkan oleh Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan. 

Pasal 22 

Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 

d. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama 
atau sederajat; 

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat 
mendaftar; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal dalam Wilayah 

Kabupaten Konawe; 
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
1. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima} tahun atau lebih, kecuali 5 (lima} tahun 
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara 
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah 
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 

J. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

k. Berbadan sehat; 
1. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan; 
m. Mampu Baca Tulis Al Qur'an bagi yang beragama Islam; 
n. Tidak sedang menjabat menjadi Penjabat Kepala Desa, BPD dan 

atau organisasi politik lainya. 
(2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga} kali masa jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf 1, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai 
Kepala Desa Terpilih. 

(3) Yang dimaksud dengan tidak sedang menjabat menjadi Penjabat Kepala 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, adalah pada saat 
mengajukan diri atau menyatakan diri sebagai bakal calon Kepala Desa 
tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Kepala 
Desa tidak diberikan cuti. 



RSUD Kabupaten Konawe; 
h. Surat Keterangan bisa baca tulis Al Qur'an dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan 

(lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara; 
5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
6) Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali 

masa jabatan; 
7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa. 

c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah 
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dcngan pidana pcnjara paling singkat 5 (lima) 
tahun atau lebih atau 5 (lima) tahun pidana penjara dan tidak 
melakukan perbuatan berulang-ulang. 

d. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang 
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah 
mernpunyai hukum tetap; 

e. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala 
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK} asli dari Kepolisian 
Resor Konawe; 

,.. Sura .. v e,.. ........ g,., ... Berbadan Sehat dan Beb .... s 1\T,:,-l, ..... i...,.. ~ ...... ...; t"\ ..... l,h·,- 5· VU.J ... J.\.\., J.Q..j.l Gl.&.1 J. v Q.J.J. J.J. UO...L J.JV Q. J.1Q...L .n..vua. uc:u..' 1-'Vl'\.L\..,J. 

3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
terdiri atas : 
a. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat; 
b. Surat Pernyataan berrnaterai 6000 (enarn ribu], berisi : 

l) Pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Nczara Kcsatuan Rcoublik Indonesia '"'-- Bhincka Tunazal n-~· • 1.,5a...< '1..1.,.:> l.u.a...<• '-'1-' u.u.n. ••u ->•a. ua..• •u..•\....t'l..a. • ••55a.. ln.a., 

Pasal 24 

Setiap penduduk masyarakat yang berminat menjadi Bakal Calon, 
mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai 6000 (enam ribu) yang 
dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan 
administratif. 

Pasal 23 



Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. 

(2) Kepala Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota bertanggung 

berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala 
Dirias Pendidikan Kabupateri/Kota atau Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud 
pernah berdiri; 1 

5) Apabila ijazah/S'ITB pclamar karcna scsuatu dan lain hal tidak 
dapat ditemukan atau hilang/ musnah, pelamar wajib 
menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang 
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh 
Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah/STIB yang 
bersangku tan; 

6) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak 
dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah 
tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti 
nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan narna 
sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat 
keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan 
;;!C:1'7~h /S'ITR '7-:lr'll"T dikeluarkan dan dilecalisasi oleh l(,..n ... lo nino.., ~J-•J • •....., J ....._ ...... t:, ............... -a.. ... -...-.. _ ...... -..... b~..._v""" • • ...... ••-.t'a....- _,...___._ ... __ 

1. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe; 

j. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 
k. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 
1. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang 

berwenang; 
m. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; 
n. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah. 

dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya 
yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut : 
1) Foto copy ijazah/ STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang 

mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan atau Kepala 
Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota; 

2) Foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama 
dengan ijazah/ STTB yang dilega!isir oleh Kepa!a Sekolah yang 
mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala 
Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota; atau 

')\ V-·~ ~o-·· surat keterangan beroendidikan sederaiat ST 'T'n ~--- vJ J."Vl.V \., jJJ .:>UJ. .. A. Ll;;.LCUl Gl.U v .ljJ .l.lU..lU.lA.CU.l o Gl.JQ.l. .L.l.ll ycu15 

dibuktikan dengan foto copy ijazah/ STTB yang dilegalisir oleh 
Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala KantorKementerian Agama 
Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada; 

4) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan 



Pasal 27 
(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa 

diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Baka! 
Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan 
calon terpilih. 

(2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin 

Pasal 26 
(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak 

ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan 
penetapan calon terpilih. 

(2) Dalam hal Kepala Desa diberi cuti bila masa jabatan Kepala Desa 
terhitung sejak dibukanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan 
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sisa masa jabatan Kepala Desa 1 
(satu) bulan. 

(3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1), melampirkan surat pemberitahuan cuti dan 
ikut scrta mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada 
Bupati melalui Camat. 

(4) Dalam hal melampirkan Surat Pemberitahuan Cuti sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3), maka Camat mengeluarkan Surat ljin Cuti 
Kcpada Kepala Desa atas nama Bupati. 

(5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan 
se bagai cal on Kepala Desa. 

(6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 

Paragraf 2 
Calon dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD clan PNS 

clan Anggota TNI/POLRI 

(1) Apabila Bakal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah 
menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan : 
a. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi 

sebagaimana ketentuan Pasal 24 huruf n Peraturan Bupati ini; 
b. Foto copy ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi 

oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau olch 
pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bersangkutan. 

(2) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat pelamar bcrkuliah 
telah berganti narna, legalisasi dilakukan oleh pimpinan Perguruan 
Tinggi Negeri atau Swasra yang baru. 

Pasal 25 

jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang 
berpenghargaan sama dengan ijazah/STIB, pernah menerima 
ijazah/STIB yang berasal dari sekolah yang bersangkutan. 



Bagi pelamar Bakal Calon Kepala Desa selain persyaratan yang ditentukan 
pada Pasal 26, 27, 28, 29 dan 30 Sakal Calon Kepala Desa juga harus 
memenuhi ketentuan syarat administrasi lainya sebagairnana yang 
dimaksud dalarn Pasal 24 dan 25 Pcraturan ini. 

Pasal 31 

Bagi pela...rnar yang berasal dari anggota TNl/POLRI yang mendaftarkan diri 
sebagai Sakal Calon Kepala Desa harus melampirkan izin terrulis dari 
pimpinan yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku yang diatur di TNI/POLRI. 

Pasal 30 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala 
Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina 
Kcpcgawaian. 

(2) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, melampirkan izin 
tertulis dari Sekretaris Daerah atas usulan dari Pimpinan Instansinya. 

(3) PNS dari luar Kabupaten dan Instansi Scktoral/Vertikal melampirkan 
izin dari Kepala Instansi Sektoral/Vertikal yang bersangkutan ditingkat 
Kabupaten /Kota/Provinsi dan atau ketentuan lain yang rnengaturdari 
Instansi Sektoral/Vertikal pegawai yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud padas ayat ( 1), 
terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan 
dibebaskan sementara dari jabatanya selama menjadi Kepala Desa 
tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

(5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mendapatkan tunjangan 
Kepala Desa dan penghasilan lainya yang sah. 

Pasal 29 

Bagi pelamar Baka] Calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD atau 
Lembaga Desa lainya harus melampirkan surat pengunduran diri dari 
keanggotaan atau kepengurusan. 

Paaal 28 

cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Ca.mat. 
(3) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tidak rnengcluarkan 
Surat Izin Cuti, maka Camat membe'ri Surat Izin Cuti kepada Perangkat 
Desa dimaksud. 

(4) Togas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap 
oleh Perangkat Desa lainya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 



(1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 kurang dari 2 

Pasal 34 

( 1) Panitia Pernilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di 
Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainya selama 10 (sepuluh) 
hari. 

(2) Panitia Pemilihan menetapkan jam buka pendaftaran dan jam tutup 
pendaftaran melalui papan pengumurnan di Kantor/Balai Desa atau 
ditempat strategis lainya. 

(3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal 
Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan adrninistrasi 
pencalonan dan hanya menerima berkas Baka! Calon yang . tclah 
Iengkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 
29 dan 30 dalam Peraturan ini. 

(4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam 
rangkap 3 [tiga] dengan ketentuan l(satu) lembar untuk yang 
bersangkutan, 1 (satu) lembar untuk arsip Panitia Pernilihan dan 1 
[satu] lernbar lagi untuk Panitia Pernilihan Kabupaten atau DPMD. 

(5) Apabila Panitia Pemilihan ada keraguan dan rnenernukan kejanggalan 
baik itu dari Panitia Pemilihan atau atas saran masukan dari 
rnasyarakat rnaka Panitia Pemilihan melakukan upaya pernbuktian 
keabsahan berkas persyaratan adrninistrasi Bakal Calon kepada 
lcrnbaga atau instansi yang bcrwcnang untuk rnendapatkan 
keterangan. 

(6) Panitia Pernilihan dalarn rnelakukan penyaringan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3), hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan 
tertulis. 

(7) Apabila hasil penyaringan, tcrdapat Bakal Calon yang tidak mcrnenuhi 
syarat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 
30 maka Panitia Pernilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal 
Calon bahwa berkasnya tidak mernenuhi syarat. 

(8) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara. 

Pasal 33 

I 
Paragraf 3 

Penjaringan dan Penyaringan Calon 

(1) Berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana 
yang dimaksud pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 harus sudah 
dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan di 
Desa. 

(2) Berkas administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibuat 
sebanyak 3 (tiga) rangkap. 

Paaal 32 



(1) Dalam hal Sakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 
dan 30 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 
(lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon 
Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa. 

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak dibukanya 
pendaftaran Sakal Calon sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24, 
25, 26, 27, 28, 29 dan 30 diumumkan kepada masyarakat. 

Pasal 37 

(1) Apabila terdapat nilai yang sama' dalam hasil tes tertulis; maka 
dilakukan wawancara. 

(2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Panitia Pemilihan terkait mekanisme, cara dan metode pelaksanaanya 
di Desa 

Pasal 36 

Dalam hal Bakal Calon yang mernenuhi persyaratan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 lebih dari 
5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan berupa : 
( 1) Tertulis dan wawancara. 
(2) Tes tertulis seperti yang dimaksud ayat ( 1) adalah tes yang pertanyaan 

soal dan jawaban di siapkan oleh Panitia Kabupaten. 
(3) Hasil tertulis di umumkan pada hari yang sama. 

Pasal 35 

(dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang atau menambah waktu 
pendaftaran 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diumumkanya 
perpanjangan pendaftaran Bakal Calon. 

(2) Apa bila dalam hal Sakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap 
kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu sampai dengan batas 
waktu pendaftaran ditutup oleh Panitia Pemilihan maka Panitia 
Pemilihan melaporkan kepada SPD guna dilanjutkan kepada Bupa ti 
melalui Camat ditembuskan kepada DPMD bahwa proses pencalonan 
tidak dapat dilanjutkan lagi. 

(3) Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa apabila Sakal 
Calon yang memenuhi syarat administrasi kurang dari 2 (dua) orang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan waktu yang 
ditetapkan kemudian. 

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati akan mengangkat Penjabat 
Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Konawe. 



(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), memuat 
Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa. 

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang 
ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. 

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan 
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi. 

Pasal 40 

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat Desa. 

(2) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3(tiga) hari 
dan dilaksanakan mulai "H-6 (enam)" sampai dengan "H-3 (tiga)" dari 
pelaksanaan Pemungutan Suara. 

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada 
pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di lokasi yang 
telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon. 

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. 

Pasal 39 

BABV 
KAMPANYE DAN MASA TENANG 

Bagian Kesatu 
Kam pan ye 

Paragraf4 
Penetapan Calon 

Pasal 38 
(1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

dan Pasal 35 Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu 
Keputusan Panitia Pemilihan. 

(2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada 
BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat. 

(3) Dalam hal Panitia Pemilihan telah menetapkan Calon yang memenuhi 
syarat, maka paling lambat 2 (dua) hari dilakukan penentuan nomor 
urut dengan cara diundi secara terbuka oleh Panitia. 

(4) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam 
daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon 
Kepala Desa. 

(5) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon dan nomor urut Calon 
Kepala Desa yang berhak dipilih melalui papan pengumuman, 
Kantor /Balai Desa atau tempat strategis yang mudah dijangkau paling 
lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan dan pengumuman bersifat 
final dan mengikat. 



Bagian Kedua 
Masa Tenang 

Pasal 44 
(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan 

Pasal 43 
Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenai sanksi: 

I a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan 
walaupun belum terjadi gangguan; dan 

b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau 
di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap 
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. 
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( 1) Pelaksanaan kampanye dilarang : 

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang - 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ; 

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau 
Calon yang lain; 

d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; 
e. Mengganggu ketertiban umum; 
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 
masyarakat, dan/ atau Calon lain; 

g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;- 
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 

pendidikan; 
1. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada 

peserta kampanye. 
(2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang 

mengiku tsertakan : 
a. Kepala Desa; 
b. Perangkat Desa; 
c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 
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Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dapat 
dilaksanakan melalui : 
a. Pertemuan terbatas; 
b. Tatap muka; 
c. Dialog; 
d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; 
e. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-Undangan. 



1. Papan penghitungan suara; 
J. Format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah}; 
k. Spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/ dus; 
1. Banta.Ian berkawat untuk surat undangan; 

e. Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan; 
f. Panggung untuk para Calon; 
g. Meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, tamu undangan dan 

pemilih; 

dari DPT; · 

(1) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar 
menyiapkan kelengkapan peralatan lainya untuk keperluan 
pcmungutan clan penghitungan suara, tcrdiri dari; 
a. Kotak suara sebanyak jumlah dusun; 
b. Bilik suara sebanyak jumlah dusun; 
c. DPT masing-rnasing dusun; 
d. Surat suara sebanyak DPT dan ditambah 7 % (tujuh per seratus) 
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b. Surat undangan ditanda tangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel 
Panitia Pemilihan. 

(3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara 
disampaikan kepada wajib pilih yang terdaftar dalam DPT ·harus 
disertai denzan ... ~-...:1~ ... erima u.1;:, .1 u::u u .1.15cu.1 t.cu.1ua. t. .1 a.. 

(4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum 
menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan. 

sclanjutnya dibuatkan Bcrita Acara; 

(1) Paling lambat (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau 
sesuai dengan hasil musyawarah rantara Panitia Pemilihan dengan 
Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyarnpaikan surat 
undangan kepada pemilih. 

(2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia 
Pemilihan melaksanakan : 
a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, 
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BAB VI 
PEMUNGUTAN SUARA 

Bagian Kesatu 
Persiapan Pemungutan Suara 

suara. 
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditetapkan oleh Bupati. 



(1) Hari "H" pernungutan suara ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Pernungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada 

puk:ul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, atau sesuai hasil 
musyawarah dengan Calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan 
kondisi. 

(3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada 
jam dinding yang disediakan oleh Pailitia Pemilihan di TPS. 

(4) Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari l(satu) TPS, maka 
kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti 
foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R. 
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Bagian Kedua 
Pelaksanaan Pemungutan Suara 

pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau saksi yang 
dituangkari dalarri Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukan ke kotak 
suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan 
oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamananya. 

(4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
digunakan sebagai cadangan untuk pengganti suat yang rusak. 

(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. sudah 
dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan 

c. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada 
sekrup I paku yang tampak dari luar rnaupun dari dalam; 

d. Disiapkan kunci. 
(3) Bilik suara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi 

urisur keamanan dan kerahasiaan. 

invcntaris di Desa; 

m. Tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah 
menggunakan hak pilihnya; 

n. Jam dinding; 
o. Alat dokumentasi; 
p. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; 
q. Foto Calon ukuran 20 R; 
r. Conteh surat suara yang ditempel pada saat pemilihan di tempat 

yang mudah dilihat. 
(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 
a. Memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan 

dan kerahasiaan; 
b. Bahan dapat dipergunakan papan atau triplek atau dapat juga 

menggunakan kotak suara yang digunakan KPU yang dijadikan 



( 1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera 
dalam surat undangan untuk dicocokan dengan DPT dan masuk ke 
nin ..... Tns bcrdasarkan ,..1 •• sun }' H.U .l LI\., CUA UY.:> • 

(2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 
(satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia 
Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan. 

(3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau 
rusak, rnaka pemilih berhak rneminta surat suara yang baru stelah 
menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak. 

(4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dibuatkan Berita Acara. 

(5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), pemilih menuju bilik suara untuk mcnetukan hak pilihnya 
dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai 
pilihanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. 

(6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat 
diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun. 

('7\ s .... ·~1-\... ---:11'h melaksanakan nencoblcsan surat ~··ar~ ,..1;i;_,.~ lr~~'"-~1; \, I \...L1.,1a..11 p'--uu1 1 1uc-1= cuia.n. 11 }J 1v a.11, .:>u a..1. .:,u a. uu1pa.1. A.\...J.uua.u 

sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukan ke dalam kotak 
suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih 
menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada 
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( 1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Sebelum dimulai pemungutan suara Panitia Pemilihan mernberi 

penjelasan dan pengarahan tentang tatacara memberikan suara 
yang benar; 

b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-rnasing Calon untuk 
melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalarn surat tugas dari 
Calon; 

c. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak 
suara; 

d. Setelah menunjukan kotak suara dalam keadaan kosong, maka 
kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel 
Panitia Pemilihan; 

e. Calon menempati tempat yang telah disediakan; 
f. Pemungutan suara; 
g. Penandatanganan Serita Acara pemungutan suara; 
h. Pcnghitungan suara; 
1. Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara; 
j. Pengumuman hasil pemungutan suara. 

(2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan 
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
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(4) Gambar atau Foto Calon penempatanya harus sesuai dengan urutan 

menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pernilihan. 
(3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2L wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan 
menyampaikan secara tertulis dan kehadiranya digantikan dengan foto 

(1) BPD, Panitia Pernilihan, Calon dan saksi masing-rnasing Calon hadir 
ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit 
sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 
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( 1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan 
pernungutan suara. 

(2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Peraturan ini. 
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sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan 
pemilih yang bersangkutan. 

(5) Setelah proses pemilihan dilakukan oleh wajib pilih yang sakit dirumah 
Panitia Pemilihan kembali ke TPS dan menghitung jumlah surat suara 
bersama Calon dan saksi sesuai jumlah wajib pilih yang sakit clan 
memasukanya kedalam kotak suara berdasarkan DPT tiap dusun. · 

dengan cara Panitia Pemilihan menghitung dan mendata wajib pilih 
yang tertera dalam DPT yang tidak hadir karena sakit dirumah dan 
memanggil Calon dan saksi untuk bersama menghitung jumlah suara 
yang akan dibawah kepada wajib pilih berdasarkan jumlah wajib pilih 

(1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan 
menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat 
didampingi anggota keluarganya. 

(2) Bagi pernilih yang sakit dan tidak bisa hadir di TPS maka Panitia 
Pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan yang didampingi oleh 
saksi masing-masing Calon. 

(3) Pernilih yang sakit dirumah tetap diberikan hak untuk mernberikan 
suaranya dalam pemilihan dengan cara Panitia Pemilihan dan saksi 
membawakan kertas surat suara dan alat coblos. 

(4) Pemilih yang sakit dirumah diberi kesempatan mencoblos setelah 
........ ,.,..,;1;J... vono lo1nu".:l sudah QPlPC,'>1 QP,.,..,11a mernberikan suaranva di 'T'PQ .t-'_ _.....__._... J -·t:, -....... J "'4 _ -~ _._ ...._ _ _.......... ...., -... -..... .J ....... 
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tinta vanQ" disediakan . .., ._.. 



c. Apabila penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b 
terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan 
atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara. 

(4) Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu: 
a. Menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokan 

dengan jumlah undangan yang masuk ditiap dusun; 
b. Apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi 

(1) Sebelurn pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pt=>mllih~n 
memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara. 

(2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan 
penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah 
ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat 
mcmindahkan lokasi pcnghirungan suara diternpat lain yang 
memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu 
Berita Acara. 

(3) Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon, untuk 
melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari 
Calon. 
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BagJ..an Ketiga 
Pelaksanaan Penghitungan Suara 

(4) Setelah Berita Acara pemunguta suara ditandatangani, Ketua Panitia 
Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai rnekanisme 
pelaksanaan penghitungan suara. 

(2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah 
ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan 
penghitungan suara. 

(3) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta 

hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 

Pemilihan Panitia berakhir, suara (1) Sebelum pemungutan 
mengumumkan: 
a. Pernungutan suara akan segera ditutup; 
b. Kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang 

belurnrnenggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakann hak 
pilihnya; 

c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum 
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yang ada dalam surat suara. 
(5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan 

rnernbuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara. 



lr'I\ A--h:1- t:>--:+- AC-:.T'- U--:1 Penahitunzan Suara tidak ...J: .. --...J-+-----: \-4 J npa.uua. u~111.a. n ·u.i a. .11a..:,11 s: 110 Hu .. u.10a.u ..:>u a. a.n. uu .. a.uua.1..a..115cuu 

oleh saksi dan/ atau Calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap 
dinyatakan sah. 

( 1) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan bersama Calon 
dan/ a tau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan 
Suara. 
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disediaka; 
f. Tidak dicoblos sama sekali; 
g. Surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto 

Calon; 
h. Surat suara yang dicoblos tcmbus dan merusak kcrtas suara bagian 

lainya diluar tanda gambar calon. 
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan 

kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara. 

e. Menccblos surat suara tidak dengan alat pencoblcs yang telah 

c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas 
pemilih; 

d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang 
berhak dipilh; 

suara; 

( 1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : 
a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan; 
b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat 
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dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(9) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara 
yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan. 

(5) Dalam hal mPanitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka dilanjutkan 
penghitungan suara. 

(6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 
sesuai dusun masing-masing. 

(7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan 
dengan cara : 
a. Surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi; 
b. Surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut 

perclehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan 
selanjutnya dimasukan ke kantong atau tas plastik; 

c. Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di 
papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan. 

(8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka 



b. Asli dan foto copy Berita Acara jalanya pemungutan suara; 
c. Asli dan foto copy Berita Acara hasil penghitungan suara; 
d. Asli dan foto copy Berita Acara hasil prnghitungan surat suara 

terbuka; 

mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat yang 
ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atau DPMD dengan 
rnelampirkan : 
a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan 

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan rnelaporkan kepada 
BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pernungutan Suara dan 
Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling larnbat 7 (tujuh) hari 
setelah pemungutan suara. 

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia 
Pernilihan, BPD rnenyampaikan laporan Calon Terpilih dan 
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ban yak. 

ayat (2}, adalah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun. 
(4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) 

orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak ditiap-tiap dusun sarna, 
rnaka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan 
perolehan suara yang Iebih banyak di dusun yang DPTnya paling 

(1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara 
terbanyak. 

(2) Dalam hal Calon yang mernperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) 
orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara · 
yang lebih luas 
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Bagian Kesatu 
Calon Kepala Desa Terpilih 

BAB VII 
TAHAPAN PENETAPAN 

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk 
masing-rnasing Calon. 

(4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagairnana dimaksud ayat {l) 
dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-rnasing untuk Panitia 
Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak l(satu) rangkap 
dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap. 

(5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (4) 
diserahkan kepada BPD dan Camat pada saat Panitia Pemilihan 
mengumumkan Hasil Penghitungan Suara. 



(1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilantik oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
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Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil 
Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Camat atau Panitia 
Pemilihan Kabupaten dan atau DPMD. 

(1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan 
pengangkatan Kepala Desa paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterima laporan dari BPD. 

(2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan 
hasil Pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan 
m "'""g:'S''1K1 ,., ..... pengesah ... n sebagairn ... n"' dimaksud pada nHn+- , , , maka ....... \,,,.&.&. """' \.A..I. cc..a..1. V.1..1.t:, Q..&..1.C4..I. C4 C,4, .. U . .A. Cf.. a. ... I. ..... a. Gf...J <;4.t... \ .... I) ......... .l.\..,(A. 
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Bagian Kedua 
Pengesahan clan Pelantikan 

f. Surat/logistik lainya. 

- C',,--+ TT-rl,..,._,..,,.,...._. '-· ..,, .. u O.\. v 11.uc:u.15cu1, 

( 1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan 
mengumurnkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan 
Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita 
A car a. 

(2) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), antara lain: 
a. DPS; 
b. DPram; 
c. DPT; 
d. Surat Suara; 
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e. Asli dan foto copy berkas Calon Terpilih. 
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), 

Pani tia Perniliharr tidak melaporkari hasil Pernilihan Ke pala Desa, rnaka 
BPO menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Ca.mat, 
DPMD dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil 
Penghitungan Suara. 

(4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan 
hasil Pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil 
penghitungan suara berdasarkan kcndisi dilapangan kepada Bupati 
yang ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atau DPMD. 



Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
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BAB VIII 
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 

{3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah 
Desa Pemilihan Antar Waktu. 

(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa 
jabatanya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 
(satu) ~ ... -~,...~ ............ sa ;,_ batan \ \.U./ p'-.1. ivu\... .i.uc:. JC:UJ c:u.i.. 

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
ta.nggal pelantikan. 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menjabat paling 
lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak 
berturut-turut. 
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Masa Jabatan 
Bagian Ketiga 

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana . 
dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Desa yang akan dilantik rnenggunakan 
Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau 
sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati. 
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Bupati. 

diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa 
dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan. 

(2) Sebelurn rnernangku jabatanya, Kepala Desa bersumpah/berjanji. 
(3) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : 

"demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa sava akan 
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, 
sejujur-jujurnya, dan seadil -adilnya; bahwa saya akan selalu taat 
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Oasar 
Negara; dan bahwa saya akan akan menegakkan kehidupan demokrasi 
dan Undanz - Undanc Dasar Nezara Republik Indonesia 'l'<>hnn 1 a.a.5 -- .&"'4 ,A Ab A, Q....a,.b ""' 6. b ........ & & ·- ,11,,.4 ... """"' A Q,.i,.4""'-""4 A,; t 

serta melaksanakan segala peraturan perut?,dang-undangan dengan 
selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia". 

(4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana 



(1) Calon berhak menugaskan saksi pada: 
a. Penghitungan surat undangan; 
b. Penulisan surat undangan; 
c. Pengedaran surat undangan; 
d. Peiipatan surat suara; 1 
e. Penukaran surat undangan dengan surat suara; 
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BABX 
SAKS I 

(1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari 
pemungutan suara. 

(2) Lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan 
pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat - 
tempat seperti dekat dengan jalan utama Desa, balai Desa atau 
lapangan terbuka. 
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persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan. 
(5) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 
a. Banyaknya jumlah hak pilih; 
b. Luasnya wilayah Desa; 
c. Tingkat kesulitan geografis. 

(6) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa Panitia Pemilihan sebagai 
penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

c. Lokasi TPS. 
(3) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah ketak suara sebanyak jumlah 

dusun yang ada di Desa. 
(4) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 

b. Jumlah Kotak Suara; 

(1) Panitia Pemilihan membentuk TPD melalui musyawarah bersama Calon 
dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan. 

(2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), membahas tentang hal-hal sebagai berikut: 
a. Jumlah TPS; 
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BAB IX 
TEMPATPEMUNGUTANSUARA 

dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe,. 



ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD. 
IC:::\ n--:~.:- Pcrnilihan 1r-p-1,;.. T"\--- A ..... tar \tT ..... l,~.., ... scbazai ....i.:- ..... i,...,.....,,...l 
\'-'} .l a.J..l.ll.J.Q. .l \., ll .lQ..l.l .l)o..\., a.J.Q. .._.,\.,i:>Q. r'.l..l.l vv QAO..U. \.,UO.!:,a..l.l.l.la..l.lQ. U.l.Ul.OJ\.i:>U.U. 

dan Unsur Masyarakat. 
(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud 

ayat (3L jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. 
(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD. 
(')\ o ... ...,; ....... Pemilihan Kepala "es" A..., ....... _ Waktu terdiri ..... tas o ......... ...,,...l, ....... T"\onn \VJ 1 C.U.11\..Q. 1 Vlll.l l.&. .J.Q. LJ a.. .l.l\..C:U. 't""i .n. \,; .l. CllL J. '\.,J. a...J.1.5.n._Q.\.. Ll\,,.,OQ. 
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(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa 
jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Konawe sebagai Penjabat Kepala Desa sampai 
dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lama 6 {enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan .. 

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa 
terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa 
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. 
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BABXI 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

Kepala Desa. 
(7) Hsil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan 

dalam Berita Acara. 

f. Memasukan surat suara ke kotak suara; 
g. Penghitungan surat suara di meja penghitungan; 
h. Penghitungan suara di papan penghitungan; 
i. Dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan. 

(2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 
adalah dari unsur pemilih. 

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dan jumlahnya sesuai 
dengan kesepakatan dalam musyaw1arah'. dengan Panitia Pemilihan. 

(4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan harus diberi surat 
tugas oleh Bakal Calon/ Calon. 

(5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada 
Panitia Pemilihan, paling lambat 1 {satu) hari sebelum melaksanakan 
tugasnya. 

(6) Tidak hadirnya saksi dan/ atau tidak menanda tangani Berita Acara 
t;,4.,,t, berpengaruh terhadap t,.,.,:,hc,,:,1-,,:,n setian t,:,1-,,:,n,:,n P.,...-n;1;1-,.,,n '-'..i..'-4'-A.A."lr.. .._,'-'At' .I. . ~ \..4.A .a. \,A,. .&.~"""4.._,U'""-A..A.\,A,..&.&. V'-' """l"' "- ........... .1.\,A,.}-'~.I. A. VA.&..L.LA.t,._.L.&.~A 



a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD 
paling lama dalarn jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak 
Kepala Desa diberhentikan; 

b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Dcsa 
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tehitung sejak 
pani tia terben tuk; 

c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa 
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
diajukan oleh Panitia Pernilihan; 

d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia 
Pernilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; 

e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh 
Panitia Pemilihan dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan 

f. Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan 
paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang 

I 
(1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan: 

a. Persiapan; 
b. Pelaksanaan; dan 
c. Pelaporan. 

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
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(6) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) 
orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala 
Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD. 

b. Tingkat pendidikan; dan/ atau 
c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. 

(5) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) 
orang, Panitia Pernilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 
( ..... : .. 1-,) 1-, ..... ..; 
l.UJLU1 11CU1. 

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) 
melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa 
An tar W aktu. 

(2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa 
ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) 
orang Calon. 

(3) Dalarn hal jumlah Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan 
seleksi tambahan. 

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 
..... 1.A' erniliki pen,...,, laman rncngenai Pernerin ...... han Desa: a.. 11'.I.'\., .l.J..1.n.., "6Q.j, .I. "" \.,,.I. \,,.1..11 l,..Q,..1.1. ,..., ' 
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kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah 
Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih; 

b. Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah Desa oleh 
Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

a. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa rnelalui rnusyawarah Desa 

(7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat {5) dibahas dan sepakati bersama BPD dan Pemerintah 
Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mernpunyai hak 
pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 

f. Perwakilan kelompok nelayan; 
g. Perwakilan kelompok perajin; 
h. Perwakilan kelompok perempuan; 
1. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
j. Pcrwakilan kclompok masyarakat miskin; atau 
k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. 
(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k 

diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan 
lain. 

d. Pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan 
kepada musyawarah Desa; dan 

e. Pengesahan Calon Terpilih oleh musyawarah Desa. 
(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) 

huruf c melibatkan unsur masyarakat. 
{5) Unsur masyarak.at sebagaimana dimaksud pada ayat {4} berasal dari : 

a. Tokoh adat; 
b. Tokoh agama; 
c. Tokoh masyarakat; 
d. Tokoh pendidikan; 

musyawarah Desa; 

a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua I3PD yang 
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan; 

b. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh 
Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui 
pemungutan suara; 

c. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan 
dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah 
mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh 

I 

Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk 
ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah 
Desa. 

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
meliputi : 



Kabupaten Konawe; 
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
1. Tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana pcnjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun 
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara 
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah 

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertcmpat tinggal dalam wilayah 

(1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah 
Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa: 
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 

I 
d. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertarna 

atau sederajat; 
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar; 
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
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keterituan Peraturan Perundang-Undangan. 

( 1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil 
rnusyawarah Desa kepada Bupati. 

(2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati. 

(3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan . 

Pasal 72 

menerima laporan dari Panitia Pemilihan; 
c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan 

Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjak 
diterimanya laporan dari BPD; dan 

d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon 
Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, 

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat 
dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang 
pelaksanaanya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

.. 



(lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara; 
5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, 
terdiri atas : 
a. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat; 
b. Surat Pernyataan bermaterai 6000 (enam ribu), berisi : 

1) Pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 

3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
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Setiap penduduk masyarakat yang berminat menjadi Bakal Calon, 
mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai 6000 (enarn ribu) yang 
dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan 
administratif. 
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Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 
(1) huruf d, antara lain meliputi, Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah 
yang kesederajatanya ditetapkan oleh Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 
J. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurn tetap; 
k. Berbadan sehat; 
1. Mempunyai Pengalaman dibidang Pemerintahan; 
m. Tidak sedang menjabat menjadi Pelaksana Kepala Desa, BPD dan 

atau organisasi politik lainya. 
(2) Yang dimaksud dengan tidak sedang menjabat menjadi pelaksana 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah 
pada saat mengajukan diri atau menyatakan diri sebagai bakal calon 
Kepala Desa tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Kepaia Desa dan 
Penjabat Kepala Desa tidak diberikan cuti. 

. . 



maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa. 
(5} Tah apari Pernilihari Kepala Desa yang telah dihentikan oleh Bupati, 

yang ditembuskan kepada DPMD untuk menghentikan tahapan 
Pemilihan Kepala Desa. 

(4) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan kajian dari Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten. 

(1) Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan tingkat kecamatan 
dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sebagai monitoring dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 

(3) Apabila hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
avat ff)\ .. idak dilaksanakan maka Camat menzusulkan Kl eoada O,,.,.,..,t~ Q.J \. \U/ 1,....C.\,.,I. .&. CA...L.I. J.) J.J..La...n.. ~J. Q.L .&..1..,1.\,,,.1..&.t:,• ~.l vpu.. ..._,\..A.jJGC..'-.1. 
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BAB XII 
PEMBINAAN DAN; PENGAWASAN 

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia 
Pernilihan Kepala Desa Anlar Waktu, Pengesahan dan Pelantikan rnengacu 
dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak. 
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6) Pernyataan tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali 
masa jabatan; 

7) Pemyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa. 
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian 

Resor Konawe; 
d. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 
e. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 
f. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang 

berwenang; 
g. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; 
h. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, 

dan atau pendidikan lain yang sederajat dan ljazah sebelumnya 
yang sudah dilegalisir. 

(2) Kepala Sekolah a tau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kata atau 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota bertanggung 
jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang 
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pemah menerima 
ijaz~l")./SITB yang berasal dari sekolah yang bersangkutan. 

(3) Panitia Pernilihari Kepala Desa Antar Waktu dapat membuat ketentuan 
persyaratan tambahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar 
Waktu berdasarkan ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 
dan tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini. 



Contoh Bentuk Format yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 
Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 
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BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

ditetapkan dengan Keputusan BPD dan laporkan secara tertuiis Kepada 
Bupati melalui Camat. 

(1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan 
Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih dan menyerahkan 
laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Pilkades kepada DPMD 
melalui BPD, Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Kepala Desa yang 
ditunjuk. 
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BABXIV 
PEMBUBARAN PANITIA 

(1) Pengaduan sengketa pilkades melalui Panitia Pemilihan Tingkat 
Kabupaten diselesaikan dengan melibatkan Forum Masyarakat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Camat dan Panitia Pemilihan 
Tingkat Desa. 

(2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi sengketa Pilkades 
melalui rnusyawarah mupakat Pemerintah Daerah dan DPRD 
Kabupaten. 
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BAB XIII 
SENGKETA PILKADES 

. ' 
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SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Unaaha 
Pada tanggal 21 OI.JVJJt,,i. 2019 

2019 
Ditetapkan di Unaaha 
Pada tanggal 2/ OKRJl>fi"IL. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati irii dengan 
penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

Pasal 83 
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para calon kepala desa dan mendukung kepala desa terpilih 
6. Pelaksanaan pemilihan kepala desa/pemungutan suara 
7. Penanda tanganan berita acara jalanya pemungutan suara oleh masing 

masing calon kepala desa, ketua panitia pemilihan 

c:;: po ~ g an surat ,., S;"P rnenerirna l,ol, l.-.1-.. cleh v. '-'J.J.Q....1..1'-A,.Q. "-CI...J..I. CU...l t'""J...l.1..JO..\.O..CU.l. ..lO.. .&..I.A.I. n..""n....CI..J..Q._A.J.QJ.J. ...__ ... 

2. Sambutan/penegasan Camat . 
3. Sambutan ketua panitia pemilihan kepala desa sekaligus penjelasan 

tehnis tata cara pemilihan kepala desa oleh ketua pemilihan kepala desa 
4. Pemaparan visi dan misi calon kepala desa (masing-rnasing lima menit) 

Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara yang akan berlangsung 
pada rapat paripuma Pemilihan Kepala Desa Kecamatan . 
sebagai berikut: 

1. Pembacaan SK panitia pemilihan tentang penetapan calon - calon 
kepala desa yang memenuhi syarat untuk dipilih oleh sekretaris panitia 
dan atau anggota panitia 

KETOK PALU 3 X 

dan terbuka untuk umum 
_,...._,....,.. ......,, ...... ....;.....,..,.,~,.... Oc,._;1;k,....- T.1"" ...... --1- Desa Kecamata ..... 1 a.pa. .. pa.• 1pu1110. 1 "'u.u..u.1.1.c:u1. 1.-..."'pcua. ....,"' a. ••••••••••.•.•..••.••. 1 "'"'a.1ua...a.1.1 •••......... 

},;, Bapak Kapolsek Kee Bersama anggota yang kami hormati 
~ Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan 

segenap anggotanya yang kami hormati, serta seluruh warga 
masyarakat dan para wajib pilih yang kami cintai dan banggakan 

Denaan ucapari Bismillahirrahmanirrahim. 
~ I 

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 2019 Jam . 
WITA, bertempat di balai desa saya selaku Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa Dengan ini membuka secara resmi 

Assalamu alaikum wr. Wb. 

Dan salam sejahtera bagi kita semua 

~ Bapak Tim Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Konawe Bersama anggota 
yang kami hormati 

~ Bapak Camat Bersama staf yang kami hormati 

1. Susunan Acara Pemilihan Kepala Desa 
Susunan acara Pemilihan Kepala Desa . 

Kecamatan . 

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR ~ TAHON 2019 TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

Lamoiran .. 

. ' 



Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada kepala desa terpilih 
maupun calon kepala desa lainya 

Wassalamu alaikum uir. Wb. 

KETOK PALU 3 X 

sccara rcsrni. 

Dengan ucapan alhamdulillahirrabbil alamiri 

Setelah kita mengikuti acara demi acara pada hari ini tanggal . 
Bulan Tahun 2019 Jam WITA bertempat di balai desa . 
Rapat paripuma pemilihan kepala desa Saya nyatakan ditutup 

9. Pengumuman hasil perhitungan suara oleh ketua panitia pemilihan 
kepala desa 

10. Penanda tanganan berita acara hasil perhitungan suara masmg - 
masmg: 

• Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia pencalonan dan 
pernilihan kepala desa .. 

I 
• Ketua BPD . 
• Masing - masing Calon 

11. Pembacaan Sk panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa 
terpilih oleh ketua panitia pernilihan 

12. Penyerahan SK penetapan calon kepala desa terpilih dan berita acara 
pemilihan kepala desa oleh ketua panitia pemilihan kepada BPD 

13. Rapat paripuma pemilihan kepala desa ditutup oleh Ketua BPD 

. ' 



4 . 

3. ································ 

2 . 

Disaksikan oleh : 

1. Ketua panitia pemilihan 
2. Camat . 
3. Danramil . 
4. Kapolsck . 
5. Ketua BPD . 
6. Saksi - saksi : 

1 . 

terpilih. 

0 r/--~ ...... ,....;_ -c ...... rima 1.,.,....1.,.._1_1,...._- dan S;"- ---r:1,,,,,,_,.,, 1,. ....... --1,.... ,.J--- 
~. J:~0.UH LJ\.,1 .-:,1..,uJct J.U 111..,1 HJ.Cl A\.,ACl.J.Cl.UCl.J.1 1J. J.ctp J.U\.,11U\..U\..U-1 '5 A\., pcua. \ .. H,.:>c.t 

Menvatakan : 

1. Bahwa kami bersedia mengikuti pemilihan kepala desa . 
kecamatan yang dilaksanakan pada hari tanggal . 
tahun 2019 

. . . 
4 . 4. Nama 

Alamat 

3 . 3. Nama 
Alamat 

2 . : •.•.•.••••..••.....•..•...... I •.• 2. Nama 
Alamat 

1 . 1. Nama 
Alamat 

Yang bertanda tangan dibawah ini calon kepala desa 
kecamatan masing - masing : 

Surat Pernyataan Sap l{alah/Menang 

2. Surat Pernyataan Siap Kalah/Menang 



0..-.~- +--.--,...,.,.....1 
J. a..u.a. \..Q..1.1.fS,5,0..l. •••••••••••••••••••••••••••• 

Ditetapkan di . 

• Jumlah kartu suara yang dinyatakan batal/ abstain orang 
• Oalam pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud 

tidak terdapat hal - hal yang bertentangan dengan keterrtuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 
112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 20111 tentang 
Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 
tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Konawe Nomor 
. . . . . tahun 2019 ten tang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 

• Dalarn perhitungan hasil pernungutan suara dimaksud disaksikan 
oleh para pernilih, calon - calon kepala desa, saksi - saksi calon 
kepala desa, pengurus dan masyarakat 

• Kami bersedia diberikan tindakan ssuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan 
kenyataan 

orang 

suara 
suara Mendapat 

Mendapat 
1. Calon kepala desa an. 
2. Calon kepala desa an. 
3. Ost .. 

• Jumlah pemilih yang terdaftar ....... orang 
• Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya 

.. .. . .. . .. . kabupaten konawe yai1.g berlangsung pada tanggal 
telah dilaksanakan dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 

J abatan : calon kepala desa 
4. Ost .. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pelaksanaan hasil 
perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa kecamatan 

3. Nama 
: calon kepala desa 

2. Nama 
Jabatan 

: ketua panitia pemilihan kepala desa . 
Kecamatan Ka bu paten Konawe 

1. Nama 
Jabatan 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing- masing: 

Kepala Desa ....•...............•... 
Kecamat.an . 

Berita Acara perhitungan suara pemilihan 

3. Berita Acara Perhitungan Suara 

• 



4. Dst. . 

3. Saksi calon . 

2. Saksi cal on . 

1. Camat . 

nis.:::i ksikan oleh : 

4. Calon kepala desa, ,:::i r=-; 1" .... K 1e .... " la desa V '-'CU.V•• fJCU. J 

2. Calon kepala desa, 1. Calon kepala desa, 

Ketua BPD .. 

Menaetahui...;_ 

Sekretaris Panitia, W akil Ketua, Ketua Panitia, 

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa 

I 



Mengetahui : 
U,:.h,<3 "RPn ...... '"'~"'""""'" ,,,._, ~ .. 

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa 
Ketua Panita, Wakil Ketua Panitia, 

Ditetapkan di . 
Pad a tanggal . 

4. Dst . 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Kecamatan . 

berlangsung aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal - hal 
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 
'l'ah .. ,......_ l")('\1 '7 Tentanz Oo-..,h-\...-- Atas Peraturan 1.K'-'"_ .. o_; n-1,...,, ........... 1 .l.\...l..J..J.. ~V ..LI .1. J..J..LCLJ.1.5 J \.:..J. \...lUC:U.J.C\...ll. ri.. Cl.O l. \,,..,J. \.\,.,LJ.. a.1..1. l.'Y.l.\,,.;l.ll,..V.l. ~ l.JQ..LQ..J..1.J. 

Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemiiihan Kepala Desa, 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Ten tang Pemilihan Kepala 
Desa dan Peraturan Bupati Konawe Nomor ..... Tahun 20 I 9 Ten tang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan 'Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2015 Ten tang Pemilihan Kepala Desa. 

2. Kami bersedia diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan 
kenyataan yang seharusnya. 

3. Berita Acara jalanya Pemilihan Kepala Desa ini Kami tanda tangani 
setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pernyataan 
Pani tia Pen calo nan dan Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan telah dinyatakan sah dan telah 
berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

: calon kepala desa 
3. Nama 

Jabatan 

: calon kepala desa 
2. Nama 

Jabatan 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing - masing : 
1. Nama 

.Jabatan : ketua panitia pencalonan dan pemilihan 
.............. Kecamatan Kabuapten Konawe. 

Kepala Desa . 

4. Berita Acara Pemungutan Suara 
Berita Acara Jalanya Pemungutan Suara 



3. Danrarnil . 

2. Polsek . 

1. Camat . 

Disaksikan oleh : 

4. Calon kepala desa, 3. Calon kepala desa, 

2. Calon kepala desa, 1. Calon kepala desa, 

• • 



tentang Pernbagian Urusan Pemerintah Antara 

Menimbang a. bahwa mereka yang tersebut namanya pada 
lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan 
ketentuan oerundanz-undanzan untuk dioilih 

... '-.I '-' • 

mcnjadi Kcpala Dcsa yang dcfinitif. 
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu 

ditctankan dcnzan --.,-~+ Kcpu ....... ----n n...:-.:....:,..., U.H,\.,I., J:J~ U. J.J.5CU. ~U.J.Gll. \., 1.U.~CU. J. CUJ.J.I.J.Gl 

Pemilihan Kepala Desa . 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 1\T"m"- 1 '1c::: l..t.\..,,~.la. GLJ..1'--l. 1,vi J.V, .1.~v, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben tukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5495); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama 
Kabupaten Kendar menjadi Kabupaten Konawe 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 103); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

Mengingat 

PANITIA PEMILIHAN, 

TENT ANG 

PENETAPAN CALON - CALON KEPALA DESA 
YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DIPILIH 

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
NOMOR TAHUN 2019 

~~Jl'I'AN . 

5.Contoh SK Penetapan Calon 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA . 

.. 



Mereka yang namanya tersebut pada iampiran 
keputusan mi ditetapkan sebagai calon-calon kepala 
desa yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi 
kepala desa yang definitif; 

lYiEifiUTUSKAN 

2. Hasil Konsultasi Ketua Badan Permusyawaratan 
Desa dan Ketua Panitia Pencalonan dan 
Pemilihan Kepala Desa . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan 
........... tanggal . 

3. Hasil investigasi Tim Monitoring dan Evaiuasi 
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecarnatan 
......................... tanggal . 

4. Serita Acara Hasil Penjaringan Baka! Calon 
Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk 
dipilih pada tanggal . 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Inodonesia Tahun 2018 
Nornor 157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

10. Peraturan Bupati Konawe Nomor ..... Tahun 
2019 ten tang Pcdornan Tcknis Pclaksanaan 
Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun 2015 ten tang 
Pemilihan Kepala Desa. 

11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Huruf 
Ai Qur'an bagi Umat Isiam. 

1. Hasil Penjaringan dan Penyaringan yang 
dilakukan oleh Panitia Pencalonan dan 
Pernilihan Kepala Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tanggal 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Menetapkan 

PERTAMA 

Memperhatikan 



• 

Ditetapkan di . 

Pada tanggal . 

KETUA PANITIA PEMILIHAN 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA Kepada calon kepala desa yang ditetapkan memenuhi 
syarat untuk dipilih sebagaimana dalam lampiran 
keputusan ini diharuskan hadir / tidak dapat diwakili 
dan duduk ditempat yang telah ditentukan oleh 
panitia guna menyaksikan dan mengikuti jalanya 
pemilihan sampai selesai perhitungan suara serta 
menanda tangani Berita Acara Pemilihan tclah 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, adil, aman, tertib, lancar sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundang 
undangan yang berlaku; 
Bagi calon kepala desa yang ditetapkan memenuhi 
syarat untuk dipih dan tidak hadir / duduk di tern pat 
yang telah disediakan panitia tanpa alasan yang jelas 
dan tertulis pada saat pemilihan berlangsung sampai 
selesai Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur; 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 
diadakan perbaikan se bagaimana mestinya. 
Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 
1. Bupati Konawe di Unaaha (sebagai laporan); 
2. Ketua Tim Evakuasi dan Monitoring Kabupaten; 
3. Kepala Dinas PMD Kab.Konawe di Unaaha; 
4. Camat ; 
5. Danrarnil Kccamatan .. ; 
6. Kapolsek Kecamatan ; 
7. Kepala Desa ; 
8. Masing-rnasing yang bersangkutan untuk 

diketahui. 

Salinan 



ttd 

KETUA PANITIA 

I 

l 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

l 
I 

I 
I 

I 
! 

I 
I 
! 

NO. KECAMATAN /DESA NAMA KETERANGAN 

1 2 3 A rr 
--- 

( 

l 
I 

I 
I I 

DAFT AR : LAMPI RAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .. 

NO MOR 

TANGGAL 



T/ ,.,.,.o 
.l~Vl.lO.VV\....; Kcndar menjadi Kabupatcn Ka bu paten 

• 

Mcngingat 

PANITIA PEMILIHAN, 
a. bahwa dengan selesainya Pelaksanaan 

Pemilihan .Kepnla Desa Kecamatan 
............... , pada tanggal . 

b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. 

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5495); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama 

Menimbang 

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH 

TENTANG 

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA . 
NOMOR TAHUN 2019 

~J\.ltl.Jl'l'AN . 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA . 

6.Contoh Penetapan SK Calon Kepala Desa Terpilih 

... 



Menetapkan yang tersebut namanya pada lajur 2 
"eb,....g"1· Kenala Desa 'T'e--;11·t.. sebazaimana .. ,...._,....,....i.. •• t .:> a. a. r 1-1a..1a. u .:.a. 1 .1 p11 .11 e ua.5a..uua.ua. LC-1 .:,e, uu 

pada lajur 4 dari Daftar Lampiran Surat Keputusan 
1n1. 

Mengusulkan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati 

MEMUTUSKAN 

Kcpala Dcsa . 

11. 

10. Peraturan Bupati Konawe Nomor .. .. . Tahun 
2019 ten tang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 ten tang 
Pemilihan Kepala Desa. 
Peraturan Bupati Konawe Nemer 7 Tahun 2003 
tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Huruf 
Al Qur'an bagi Umat Islam. 

1. Berita Acara Jalanya Pemilihan Kepala Desa .... 
2. Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan 

Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Inodonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe N omor 4 
'T',.... \...,,_ (')('\ 1 C: .. ..,.n .. ,....n_ Pernilihan Kena 1,.... n,....,....,...., J. CUJ.U.J.J. .c.v J. v t.C J.LCU 5 J.- U.lJ.J.J.J.J.CUJ. c1-1cua. ,1,.J'(;;.::.a., 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717}; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

scbagaimana tclah diubah dcngan Pcraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 103); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) 

KEDUA 

• 

Menetaokan . 
PERT AMA 

Memperhatikan 

" . 



.. 

I· 

'T',,....,...,l-,,U"".,., • disampaikan v,,."",..,rl" V+-'1--. • 
.&. V.&..&...LaJ ~<.A,..1..1. • '-"".&. CA..J...&..L u..i...l~~.L .L~V_tJ'4'-&.IA. .&. \...&..&.. • 

1. Bupati Konawe di Unaaha (sebagai laporan); 
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten di Unaaha; 
3. Kepala Dinas PMD Kab.Konawe di Unaaha; 
4. Camat ; 
5. Danramil Kecamatan ; 
6. Kapolsek Kecamatan ; 
7. Kepala Desa ; 
8. Calon Kepala Desa yang Terpilih; 
9. Arsip. 

KETUA BPD, 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Konawe untuk Pengesahan Pengangkatan sebagai 
Kepala Desa. 
Keputusan ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan · akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan 
1p1. 

KETIGA 



.. 

ttd 

KETUA PANITIA PEMILIHAN 

NO. KECAMATAN I DESA NAMA KETERANGAN 
I 1 2 ? A 
I .L ,J "T 

I 
I I 

I I 

I 
I 

• 

DAFT AR : LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA . 
NOMOR 
TANGGAL 

• 

• 



r- 

Nama dan ttd Narna dan ttd 

Dst . 'Anggota Bendahara 

N ama dan ttd 1\t--- ~-- .... ,.i J. Vc;:;L.1.J.J.Cl. UC::U.J. Ll.U 

Sekretaris Wakil Ketua Ketua 

Panitia Pemilihan 

Nama dan ttd Nama dan ttd 

n- .. 
.1..J~\... •••••••••••••••• . Calon Kcpala Dcsa Calon Kcpala Dcsa 

Disepakati bersama : 

Demikian Berita Acara ini disepakati bersama, yang bersifat mengikat. 
pernilihan kepala desa. 

yang sudah disepakati bersama tidak dapat dirubah lagi. Seteiah 
diberikan kesempatan kepada bakal calon dan saksi bakal calon untuk 
menanggapi dan tidak ada komplain atau sanggahan maka DPT ini 
ditetapkan sebagai daftar pemilihan tetap untuk digunakan pada saat 

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu 
sembilan belas telah dilakukan rapat musyawarah penetapan daftar 
pemilihan tetap, daftar pemilihan tetap yang disepakati bersumber dari 
DPS, dan DPTambahan yang pendataan dan pendaftaranya telah 
terjadwal sesuai jadwal. 
n ... , ............... miliha .. n tetap sebanvak jumlah oernilih ~<A.J.""""'.I. }-'"'.L.i..&.i-1. c.t..&. \.. ~"J ~ • • ••• • ••• • • • • . • • • • • • • • • •• • ••••••• "'""'··· ,&..C..,.. }""'""' l._1.1..&. 

Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilihan Tetap 

7. Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Tetap 

'I ... 



' 
., • 

Nama dan ttd Nama dan ttd 

Ost . Anggota Bendahara 

Nama dan ttd Nama dan ttd Nama dan ttd 

\1/ akil Ketua Vo~,,,..... 
1.\.\,,,\..\...4.0. 

.. Panitia Pemilihan 

Ditetapkan bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan hasilketetapan 
ini menjadi Keputusan Pinal dan Mengikat. 

\ Dst . 
I Dst... . 

Diisi Nama Calon Diisi dengan keterangan I 
I memenuhi syarat atau I I tidak memenuhi syarat I 

NAMA BAY.AL CALON KETERANG,AJ\! ! NO. 

... 
Pada hari ini pada tanggal bulan tahun 
dua ribu sembilan belas telah ditetapkan hasil penjaringan nama-narna 
bakal calon kepala desa yang menjadi calon kepala desa oleh Panitia 
Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang 
berlaku berdasarkan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 Peraturan Bupati 
Nemer .... Tahun 2019 ten tang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. 
Dengan memperhatikan persyaratan dimaksud maka ditetapkan nama 
nama bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat menjadi calon 
kepala desa adalah : 

... 
Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon 

8. Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon 

" ' 



.. 

Nama dan ttd Nama dan ttd 

Dst . Anggota Bendahara 

Nama dan ttd Nama dan ttd Nama dan ttd 

Wakil Ketua Ketua • 

Panitia Pemilhan 

Nama dan ttd Na.ma dan ttd 

Dst . Calon Kepala Desa Calon l{epala Desa 

Disepakati bersama: 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . . . . tah un dua 
ribu sembilan belas Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama Calon 
Kepala Desa/ Saksi Calon telah melakukan pengecekan daftar nama 
nama undangan dan kesesuaian dengan DPT maka surat undangan 
dinyatakan sesuai dan benar. Setelah diberikan kesempatan kepada 
calon / saksi calon untuk menanggapi dan tidak ada komplain a tau 
sanggahan maka surat undangan ini ditetapkan sebagai alat yang sah 
kepada wajib pilih untuk datang memilih. 

• 

Berita Acara Pengecekan Surat Undangan 

9. Berita Acara Pengecekan Surat Undangan 



ONGGOASA )KERY 
I 

I Nama clan ttd Nama dan ttd 

Anggota Ost . Bendahara 

Nama dan ttd Nama dan ttd Nama dan ttd 

Sekretaris Wakil Ketua Ketua 

Panitia Pemilhan 

Nama dan ttd · Nama dan ttd 

Dst . Calon Kepala Desa 

Disepakati bersama : 

Pad a hari . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . tah un d ua ri bu 
sernbilan belas Panitia Pemilihan Kepala Desa bersarna Calon Kepala 
Desa/ Saksi Calon telah melakukan Pengecekan Jumlah Surat Suara 
sesuai dengan Jumlah DPT maka surat suara yang dicetak yang akan 
digunakan sebagai alat pemilihan yang sah. Dengan Jumlah . 
surat suara dan sebanyak .Jurnlah surat suara cadangan 
dinyatakan sesuai dan benar. Setelah diberikan kesempatan kepada 
calon/ saksi calon untuk menanggapi dan tidak ada komplain atau 
sanggahan maka surat suara ini ditetapkan sebagai alat yang sah 
kepada wajib pilih untuk memilih. 

Berita Acara Pengecekan Surat Suara 

10. Serita Acara Pengecekan Surat Suara 

'f .. 

•• • 

' 


